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BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

8

TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALINAU,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggara 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Recpublik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nemor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:ia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 4355);
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12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20035 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
43577);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OQ5
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di
ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Mantasi
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011'
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neger}
Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2018 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor
11 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor
BB K

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013
Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2016 Nomor 5)

Peraturan Daerah Nomor 4 Labun: 2016

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ka
Malinau (

Nomor 3J);

tentang

bupaten
Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016

32. Peraturan Daerah




Menetapkan :
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34.
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37.

38.

39.

40.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun ‘20]6, bt(’n:tgﬁ
Pembentukan dan Susunan Perangkat D{ierah Ka up2016
Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun :
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggarelmg
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor
13);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap, Rumah
Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor
2);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor
3);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2018 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor
13).

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2019 Nomor 43)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

.........
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Pasal 1

\nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 72.473.031.926,64
b.Dana Perimbangan Rp. 1.207.766.336.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah Rp. 245.530.743.900,00
Jumlah Pendapatan sejumlah Rp. 1.525.770.11 1.826,64

2. Belanja Daerah:
a. Belanja Tidak Langsung:

1) Belanja Pegawai Rp. 533.465.378.863,64
2) Belanja Subsidi Rp. 5.000.000.000,00
3) Belanja Hibah Rp. 75.439.705.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial Rp 2.850.000.000,00

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi /Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa Rp. 319.958.997.820,00

6) Belanja Tidak Terduga Rp. 2.500.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 939.214.081.683.64

b. Belanja Langsung:

1) Belanja pegawai Rp. 124.690.822.056,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 298.180.918.652,00
3) Belanja Modal Rp. 160.684.289.435,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 583.556.030.143,00
Jumlah Belanja Rp. 1.522.770.111.826,64

SURPLUS/DEFISIT (Rp. 3.000.000.000,00j)

3. Pembiayaan Daerah :
a. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:

1) Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto (Rp. 3.000.000.000,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan Rp. 0,00

Pagal 2 .01 .
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Pasal 2

Ringkasan P}mjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran [ Peraturan Bupati Malinau ini.

Pasal 3

Penjabaran {\PBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal e
Pglaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati Malinau ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 23 Desember 2019.

UPATI MALIRU,

NSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 23 Desember 2019.

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 50.




Lampiran 1  Perbup Penjabaran APBD

Nomor )
Tanggal : 23 Desember 2019
’ \\; PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU I
N
@ RINGKASAN PENJABARAN APBD f
TAHUN ANGGARAN 2020 '
NOMOR URAIAN JUMLAH
URUT R e e
~ 2 S R e
1 PENDAPATAN | .525.779_.__11_1_.?3_2_6_,@_§_
§ 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 72.473.031.926,64
119 Pendapatan Pajak Daerah 14.063.200.000,00
i Hasil Retribusi Daerah 1.293.678.000,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.756.333.000,00
0 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 51.359.820.926,64
i DANA PERIMBANGAN 1.207.766.336.000,00
b2 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 182.476.871.000,00
TaRid Dana Alokasi Umum 876.885.051.000,00
2.3 Dana Alokasi Khusus 148.404.414.000,00
L \ LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 245.530.743.900,00
1+3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 48.158.999.900,00
ol Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 24.765.346.000,00
i Ao e Pendapatan Lainnya 172.606.398.000,00
{2 \ BELANJA 1.522.770.111.826,64
|
i r 5% | BELANJA TIDAK LANGSUNG 939.214.081.683,64
l 2081 \ Belanja Pegawai 533.465.378.863,64
fidit3 \ Belanja Subsidi 5.000.000.000,00
I \ Belanja Hibah 75.439.705.000,00
i 18 Belanja Bantuan Sosial 2.850.000.000,00 |
J .40 e Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 319.958.997.820,00 '
Desa
2548 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00
= e BELANJA LANGSUNG 583.556.030.143,00
1‘ 2.9 Belanja Pegawai 124.690.822.056,00
: Zid Belanja Barang dan Jasa 298.180.918.652,00
3 Belanja Modal 160.684.289.435,00
SURPLUS / (DEFISIT) 3.000.000.000,00
{3 PEMBIAYAAN DAERAH
1 3.3 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.000.000.000,00
A AT Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.000.000.000,00
| . PEMBIAYAAN NETTO | (3.000.000.000,00)
| R Lk
j; SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
MALINAU, 23 Desember 2019
BUPATI
B
'DrJYANSEN TP, M.Si
| -
|
I




